PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR & TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007

Menimbang “
b
Mengingat R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tdak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum AFBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, anlara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebefumnya harus
digunakan uniuk pembiayasan dalam tahun anggaran beralan, maka
periu diadakan Perubahan APBD tahun anggaran 2007:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2007.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah |

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
{Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
12 Tahun 1984 tenlang perubahan atas Undang-Undang Nemeor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3589) |

Undang-undang MNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Megara Repubiik Indonesia Tahun 1697
Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1887 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4048),

Undang-undang Nomaor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688).



5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

6. Undang-undang MNomor 17 Tahun 2002 lentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355),

8. Undang-undang Momor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Feraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388).

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4400},

10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4421).

11.Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia MNomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganli Undang-Undang
Nomeor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),

12 Undang-undang Momaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4438},

13. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4583);

14, Peraturan Pemerintah Momor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138},

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4123);

16.Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Momor 4418)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraluran



Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tlenlang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

17.Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 4502}

18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4503}

19, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem Informas
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45786),

22 Peraturan Pemerintah Nomaor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 4577);

23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4578);

24 Peraturan Pemernintah MNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20068 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4614),

26. Peraturan Menten Dalam Megen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2007,

28, Peraturan Daerah Kabupaien Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten
Banyumas Tahun 2007 — 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 4 Seri E),

20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomaor 22 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Dasrah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E),



Menetapkan

30.Paraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007
Nomaor 1 Serl A).

Dengan Persetujuan Barsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYLIMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berumiah
Rp 877.016.205.300,00 bertambah/berkurang sejumiah Rp 87.255.078.700,00 sehingga menjadi
Rp 964_271.284.000.00 dengan rincian sebagal berikut .

a. Pandapatan
1. Semula Rp B15.719.6872.500,00
2 Bertambah/ {barkurang) Rp 21.824.882.500,00
Jumlah Pendapatan setelah ——— ——— "
Perubahan Rp 837644 335.000,00
b. Belanja
1. Semula Rp 877.016.205.300,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp 87.255.078.700,00
Jumiah Belanja setelah perubahan Rp 984.271.284.000,00
Surplus/ {Defisit) setelah -
parubahan Rp 126626949 000,00
c. Pembiayaan
1. Penernmaan
a) Semula Rp 74.812.388.735,00
b) Bertambah/ (berkurang) Rp 75.023.320,152,00
Jumlah Penermaan setelah g
perubahan Rp 149.835.708.887.00
2  Pengeluaran
a) Semula Rp 13.515855.935,00
b) Bertambah/ (berkurang) Rp 968280395200
Jumiah Pengeluaran setelah
perubahan Rp  23.208.750.887.00
Jumlah pemblayaan neto seleiah
perubahan Rp 126.626849.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah parubahan Rp 0,00



Fasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari .
a. Pendapatan Asli Dasrah

1)  Semula Rp B83.304.973.500,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  1.638.336.676,00
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah setelah parubahan Rp B4.943.310.178,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp 700.352.000.000.00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  5.831.211.010,00
Jumiah Dana Perimbangan
Seletah perubahan Rp T06.183.211.010,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1  Semula Rp 32.062.699.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 14.455114.814,00
Jumiah lain-ain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp 46.517.813.814.00

(2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pajak Daerah

1)  Semula Rp 16.197.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 258.064.576.00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 16.455 564.576,00
b. Retribusi Dasrah
1) Semula Rp 53.004.353.344.00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  871.244.256,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 53.875.507 600,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp  4821.148.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 300.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp 5.121.148.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp 9.281.972.156,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  209.027 844,00
Jumiah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp 9.491.000.000.00
(3} Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b ferdin dan jenis
pendapatan
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp 36.050.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  5833.211.010.00
Jumniah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 41.883.211.010.00



b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 654,154.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumiah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp
e, Dana Alokasi Khusus

1)  Semula Rp 10.148.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp {2.000.000,00)

Jumiah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp

£54.154.000.000,00

10.146.000.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdin

dari jenis pendapatan :

a  Dana Bagl Hasil Pajak

1) Semula Rp 28.838.202.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  (356.206.256,00)

Jumlah Dana Bagl hasil pajak setelah p-en.ﬂ:lahan Rp
b. Bantuan keuangan dari Provinsi

atau dari pemerintah daerah

lainnya

1) Semula Rp  3.224.487.000,00

21 Bertambah/ (berkurang) ‘Rp 14.811.321.070.00

Jumlah Dana Penyesualan dan otonomi

khusus setelah perubahan Rp

Pasal 3
(1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdin dari :

a, Belanja Belanja Tidak Langsung

28.481.995.744 00

18.035.818.070.00

B04.927 342 635,00

359.343.941.305,00

463.588 291.685,00

B805.000.000,00

0.00

1) Semula Rp 596.685.330.034,00
2) Berambah/ (berkurang} Rp  8.232.012.661,00
Jumiah balanja tidak langsung setelah perubahan Rp
b. Belanja Belanja Langsung
1) Semula Rp 280.320.875.266,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  79.023.066.038,00
Jumiah belanja langsung setalah perubahan Rp
{2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja pegawai sejumiah
1) Semula Rp 501.263.805414,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (37.675513.719,00)
Jumiah Belanja pegawai setelah perubahan Rp
b. Belanja bunga
1} Semula Rp 107.041.760,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp B97.958.240.00
Jumilah Belanja bunga setelah perubahan Rp
¢. Belanja subsid
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp



d. Belanja hibah

1)  Semula Rp 0,00

2) Berlambah/ (berkurang) Rp  19.580.000.000,00

Jumilah Belanja hibah setetah perubahan Rp 19.580.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 45128482 860,00

2) Berambah/ (berkurang) Rp 22.4250B88.140,00

Jumiah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 67.553.551.000,00
f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 437.500.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 160.000.000,00

Jumilah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 567.500.000,00
g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 43.758.500.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  3.044.500.000,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp  46.803.000.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp  6.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 000
Jumiah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf () terdini dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 58.251.951.355,00

2) Berambah/ (berkurang) Rp 13.412.277.472,00

Jumiah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 71.664,.228.827.00
b, Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 106.732.553.858,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 28.043.340.82000

Jumiah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 134.775.894.687,00
¢. Belanja modal

1) Semula Rp 115.336.370.053,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  37.567.447.738,00

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp 152.803.817.791,00

Pasal 4

{1} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dan
a, Penerimaan

1)  Semula Rp 74.812388.735,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  75.023.320.152.00

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp  149.835.708 B&7,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp 13.515.855.935,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  9.692.903.852.00

Jumilah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp  23.208.755.887.00



{2} Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :

d,

SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumiah

1) Semula Rp 7481238873500

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 58220.320.152.00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah

perubahan

Pencairan Dana cadangan sejumiah .
1)  Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp

Penerimaan Pinjaman Daerah sajumiah :

1)  Semula Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  3.653.000,000,00
Jumiah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumtah !

1) Semula Rp 0.00
2) Bertambah/ {berkurang) Rp  3.150.000.000,00
Jumiah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp

133.032.708 887,00

10.000.000.000.00

3.653.000.000,00

3.150.000.000,00

{3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari jenis pembiayaan |

Pembentukan Dana cadangan sejumiah :
1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp_____ 000
Jumiah Pembentukan dan cadangan setelah perubahan Rp

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah -

1)  Semula Rp  3.405 75844500

2) Bertambah/ (berkurang) Rp  2.000.000.442,00

Jumiah Penyertaan modal (investasi) pemearintah

daarah setelah perubahan Rp

Pembayaran pokok utang sejumiah

1) Semula Rp 110.096. 480,00

2) Berambah/ (berkurang) Rp  4.039.903.510,00

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp  3.653.000.000.00

Jumlah Pembayaran pokok utang setalah perubahan Rp
Pasal 5

10.000.000.000,00

5.405.750.887,00

4.150.000.000,00

3.653.000.000,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dart Peraturan Daerah ini, terdisi dari

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD,

2. Lampiranll  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

3. Lampiran lll  Rician Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



sEmt A,

Lampiran IV
Lampiran V'
Lampiran V1
Lampiran VI
Lampiran Vill

Lampiran X

Diundangkan dl Purwokerto

Pada Tanggal 1.7 SER- 2007
SEERETARIS DAERAH KAHBL PATEN

BN "..'1-‘__'1'_i_lfa_ sH.
TUNIP . 300 UDG 384 3
LEMBARAN DREHAN EABUVALEN BARTLMAS RUOAROR

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah |
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Megara,
Daftar Perubahan Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per Jabatan,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,

Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,

Pasal &

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Daarah ini dengan
panempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokero
Fada tanggal 17 SEP 2007

BUPATBANYUMAS

L
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ARIS SETIONG

HYLIMAS




